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PERATURAN BUPATI LAMPUNG SELATAN 

NOMOR 22 TAHUN 2019 

TENTANG 

PENJABARANPERTANGGUNGJAWABANPELAKSANAANANGGARAN
 
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN
 

LAMPUNG SELATAN TAHUN ANGGARAN 2018
 

DENGAN RAHMAT TURAN YANG MAHA ESA
 

BUPATI LAMPUNG SELATAN,
 
I 

Menimbang	 bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 Peraturan 
Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor Tahun 2019 
tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 
Anggaran 2018, perlu menetapkan Peraturan Bupati iten tang 
Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Selatan 
Tahun Anggaran 2018 sebagai rincian lebih lanjut dari 
pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018. 

Mengingat 1.	 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan 
Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang­
Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, Undang-Undarig
Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan

I 
Daerah 

Tingkat II termasuk Kota Praja dalam Lingkungan Daerah 
Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 19591 Nomor 
73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
1821); 

2.	 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Iten ta n g 
Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dan 
Korupsi , Kolusi dan Nepotisme [Lernbaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lernbaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 

3 .	 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia I Tahun 
2003 Nomor 47, Tarnbahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4286); 

4.	 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang I Sistem 
Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4301); 



tentangUndang-Undang Nomor 1 Tahun 20045. RepublikPerbendaharaan Negara (Lembaran Negara 
LernbaranIndonesia Tahun 2004 Nornor 5, Tambahan
 

Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 

6.	 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Perneriksaan 
Pengelolaan dan Tanggung J awab Keuangan Negara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 
66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
N omor 4400); 

7.	 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 

8 .	 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4438); 

9.	 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 

10.	 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah 
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 
Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5679); 

11.	 Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang 
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 
Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4028); 

12.	 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340); 

13 .	 Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana 
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4575); 



14.	 Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem 
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 
(Lembaran Negar-a Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 
110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5155); 

15.	 Peratiaran Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

16.	 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang 
Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6178); 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang 
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 
25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4614); 

18.	 Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang 
Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 
Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6323); 

19.	 Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang 
Pengelolaan Dang NegarajDaerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738); 

20 . Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang 
Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4829); 

21.	 Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang 
Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4864); 

22.	 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang 
Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 
Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor I, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177); 

23.	 Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata 
Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan 



Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161); 

24 . Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang 
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 

25.	 Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang 
Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5219); 

26.	 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5272); 

27.	 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang 
Pengelolaan Barang Milik NegarajDaerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533); 

28 . Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang 
Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 
tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5539); 

29.	 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak 
Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 
106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
6057); 

30 . Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6041); 

31.	 Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang 
Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil 
Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6224); 

32. Peraturan Presiden Nomor 123 Tahun 2016 tentang 
Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 364) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 
5 Tahun 2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2018 Nomorl1); 

33. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang 
Pengadaan Barangj Jasa Pemerintah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33); 



34.	 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nemer 13 Tahun 
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nemer 310); 

35.	 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nornor 79 Tahun 2018 
tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213); 

36.	 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nemer 32 Tahun 
2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan So sial 
yang Bersumber dari APBD (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah 
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2018 (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 15); 

37.	 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 
2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan 
Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2013 Nornor 1425); 

38.	 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 
tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547); 

39.	 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nornor 33 Tahun 
2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 825) sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 
134 Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2017 Nornor 825 ); 

40.	 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 
tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah 
Serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana 
Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 
Nemer 1067). 

41.	 Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 
08 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan 
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan 
Nomor 08 Tahun 2007, Tambahan Lembaran Daerah 
Kabupaten Lampung Selatan Nomor 08); 

42.	 Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 13 
Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah KabupatenLampung Selatan Tahun Anggaran 2018; 

43.	 Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 2 
Tahun 2018 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 
Anggaran 20 18. 



Menetapkan 

MEMUTUSKAN: 

PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN 
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN 
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABU:PATEN 
LAMPUNG SELATAN TAHUN ANGGARAN 2018. 

Pasal 1 

Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2018 terdiri atas: 

a. Pendapatan 
1.	 pendapatan asli daerah 
2.	 pendapatan transfer 
3.	 lain-lain Pendapatan Daerah 

yang sah
 
Jumlah pendapatan
 

b. Belanja 

1.	 belanja operasi 
a) belanja pegawai 
b) belanja barang 
c) belanja bunga 
d) belanja hibah 
e) belanja bantuan sosial 
f) belanja bantuan keuangan 
Jumlah belanja operasi 

2. belanja modal 
a) belanja tanah 
b) belanja peralatan dan mesin 
c) belanja gedung dan bangunan 
d) belanja jalan, irigasi dan 

jaringan 
e) belanja aset tetap lainnya 
f) belanja asset lainnya 
Jumlah modal 

3.	 belanja tak terduga 
a) belanja tak terduga 
Jumlah belanja tak terduga 

4.	 transfer 
a) transfer bagi hasil ke Kab / 

kotaj' desa
 
Jumlah transfer
 

Jumlah belanja
 
Surplus/ (defisit)
 

c. Pembiayaan 
1. penerimaan 
2. pengeluaran 
Jumlah pembiayaan netto 

Rp. 215.4 11.464. 185,87 
Rp. 1.761.043.856.945,30 
Ro. 100.837.587.013,00 

Rp. 2.077.292.908.144,17 

Rp. 873.232.163 .566,00 
Rp. 348.934.521.575,37 
Rp. 5.379.289.339,00 
Rp. 21.596.94·6.000,00 
Rp. 342.500.000,00 
Ro. 333.358.722.040,00 
Rp. 1.582.844.142.520,37 

Rp. 0,00 
Rp. 32.677.032.010,00 
Rp. 66.751.951.153 ,00 
Rp. 250.051.137.400,00 

Rp. 3.007.304.800,00 
Ro. 30.865.456.592.00 
Rp. 383.352.881.955,00 

Rp . 2 .139.033.103,89 
Rp. 2.139.033.103 ,89 

Rp. 5.971.190.668,00 

Rp. 5.971.190.668,00 

Rp. 1.974.307.248.247,26 
Rp . 102.985.659.896,91 

Rp . 110.816.320.525,21 
Rp. '1.:1 11=;1V.L • .L A'" .. .L 1'12.400.00 
xp.- 86.655.198.125,21 

Sisa lebih pembiayaan anggaran 
tahun 2018 Rp. 189.640.858.022,12 



---

Pasal 2 

Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian 
yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

Pasal 3 

Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 2 dirinci lebih lanjut dalam penjabaran laporan realisasi 
anggaran. 

Pasal 4 

Penjabaran laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran II dan merupakan bagian 
yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

Pasal 5 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah 
Kabupaten Lampung Selatan. 

Ditetapkan di Kalianda 
pada tanggal 25 Juli 2019 

Diundangkan di Kalianda 
pada tanggal 25 Juli 2019 

SEKRETARIS DAERAH:;KA13UP~TEN LAMPUNG SELATAN, 
~ ...\ ~ " . I f ' 

J • 
.\ 

' . FREDY 8M
')' ­I ­U ~ '" 

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2019 NOMOR----.. . 


